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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Salinan 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 16 TAHON 2011 

; TENTANG 

RETRJBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Menlmbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu 
diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Menglngat : J. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ; 
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8. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tcntang 
Prasarana dan Lalu Llntas Jalan (Lembaran Negara TaJ,un 
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3529) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun I 993 tentang 
Kcndaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ; 

I 0. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Oaerah Provinsi do.n Pcmerintah daerah 
Kabupatcn/ Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Te.bun 
2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang 
Pcngelolaan Kcuangan Oaerah (Lcmbaran Negara Tahun 
2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5054); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanraatan Insentif Pemungutan 
Pajak Oaerah dan Rctribusi Oaerah (Lembaran Nepra 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta 
manajemcn kebutuhan lalu lintaa (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5221); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcunngan Dnerah 
aebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknia lzin Mendirikan 
Bangunan Gcdung; 

16. Pcraruran •Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pcnetapan lzln Gangguan di Daerah; 

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 
2003 tcntang Penyclenggaraan Angkutan Orang Di Jalan 
dcngan Kendaraan Umum; 

18. Peraruran Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipll di Ungkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro {Lembaran Dacrah 
Kabupaten Oaerah Tingkat U Bojonegoro Tahun 1988 
Nomor 5 Seri C); 

19. Pcraruran Oaerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasl Dan Tata Kerja Oinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor SJ scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2010 Nomor 6) ; 



• 3 • 

Dena:an Penetajuan Beraama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

Dan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAII: 

M.enetapkan : PERATURAN PAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU. 

BAB ! 
UTENTUAN UMUM 

Paaall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sojonegoro. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Pejabat adalah Pegi>.wai Negeri Sipil yang diberi rugas tcrtentu clibidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang 
berlaku. 

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disecliakan dan/atau chberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribacli atau Sadan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, pcrseroan komancliter, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (SUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan daJarn bentuk apa pun, finna, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga clan bentuk badan 
lainnya tcrmasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap. 

7. J asa adalah kegiatan Pcmerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kcmanfaatan lainnya yang dapat 
dinilanati oleh orang pribadi atau Sadan. 

8. Perizinan Tcrtentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribacli atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alarn, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
climaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pcmungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

12. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusl, 
adalah pembayaran atas p~mberian izin mendirikan bangunan oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk, merubah 
dan/atau menambah bangunan. 

13. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 1MB adalah 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu 
bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan 
desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesy_aj 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku 
dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien 
Luas Ban gun an (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan 
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi bangunan dalain 
rangka pemenuhan syarat•syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan tersebut. 

14. Ban gun an adalah semua bangunan beserta kelengkapannya . .dari 
bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan. 

15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan keg:iatannya, baik untuk bunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun keg:iatan khusus, 

16. Mcrubah dan/atau menambah Bangunan adalah pekerjaan mengganti 
dan/ atau menambah bangunan yang ada, termasuk pckerjaan, 
membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bag:ian 
bangunan tersebut. 

17. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resiko tinggi 
terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak lingkungan yang 
membahayakan terhadap masyarakat. 

18. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu 
sejajar dengan As Jalan, As sungai atau As pagar yang merupakan batas 
antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh 
dibangun bangunan - bangunan. 

l 9. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan 
antara lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 

20. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan 
antarajumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 

21. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diulrur dari permukaan 
tanah sampai dengan titik teratas dan luas dari bangunan tersebut. 

22. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali 
atas luas bangunan. 

23. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali 
atas jumlah lantai/tingkat bangunan. 

24. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali 
atas rencana penggunaan bangunan. 

25. Koefisien Resiko adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas resiko 
bangunan yang akan timbul (roboh, dampak lingkungan dan sebagainya). 
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26. Menan, Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan infrastruktur yang 
berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang dalam ha! 
ini didesain khusus untuk menopang antenna suatu system 
telekomunikasi yang menggunakan gelombang frekuensi radio yang 
beropcrasi di permukaan tanah, seperti system pemancar televisi, system 
pemancar radio dan system telekomunikasi seluler. 

27 . Operator Pengguna adalah operator penyelenggara telekomunikasi yang 
menggunakan menara telekomunikasi baik dalam bentuk milik pribadi 
atau sewa untuk mcnempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi 
dalam rangka untuk memperkuat jangkauan telekomunikasi. 

28. Zona Wilayah adalah pembagian wilayah lokasi pembangunan menara 
telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan aspek kepadatan 
penduduk, letak strategis lokasi, ketersediaan fasilitas umum serta 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

29. Kon struksi Menara adalah bentuk fisik menara yang didesain 
berdasarkan beban antena, bcban angin dan letak geografis. 

30. Tinggi Menara adalah ukuran menara yang dinyatakan dengan satuan 
meter yang didesain sesuai dengan kebutuhan pcrancangan system 
telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek resiko. 

31. Retribusi lzin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah 
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau 
badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan 
gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk 
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Dae.rah. 

32. lzin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada 
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan 
yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 

33. Retribusi lzin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusl, adalah 
pembayaran atas pcmbcrian izin kcpada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. 

34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 
orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang 
mcmpunyai asap dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal 
tetap maupun tidal< terjadwal. 

35. Jaringan Trayek adalah kumpulan clari trayek - trayek yang menjadi 
suaru kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 

36. lzin Trayck adalah izin yang diberikan kepada seseorang, Badan Hukum 
atau Badan Usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan 
orang atau pclayanan jasa angkutan orang pada lintasan trayek tertentu. 

37. lzin lnsidentil adalah izin yang diberikan kcpada perusahaan angkutan 
yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bcrmotor 
cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. 

38. Mobil Pcnumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidal< lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lirna 
ratus) kilogram. 

39. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, terrnasuk u.ntuk pengemudi 
atau beratnya lcbih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram. 



. 6 • 

40. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain 
dalam Kabupaten Bojonegoro dengan mempergunakan mobil bus umum 
dan/ atau mobil pen um pang um um yang terikat dalam trayek tetap dan 
teratur. 

41. Pemilik atau Pengusaha adalah pemilik dan/ atau pengusaha kendaraan 
bermotor penumpang umum yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. 

42. Surat Sctoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau tclah dilakukan dengan cara lain ke 
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. 

43. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya dis!ngkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
dis!ngkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran rctribusi karena jumlah krcdi t rctribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

45. Surat Tagiban Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghlmpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakan ketentuan 
Peraturan Pcrundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta mencmukan tersangkanya. 

BAB II 
RETRIBUSIPERIZINANTERTENTU 

Paaal 2 

Jenis Rctribusi Periz!nan Tertentu adalah; 
a . Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi lzin Gangguan; dan 
c. Retribusi Iz!n Trayek. 
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BAB Ill 
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANOUNAN 

Bagha.n Keaatu 
Nama, Objek clan Subjek Retrlbual 

Paul 3 

Dengan nama Retribusi izin · Mendirikan Bangunan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan dalam pemberian izin mendirikan suatu 
bangunan. 

Pasal 4 

(!) Objek retribusi lzin Mcndirikan Bangunan adalah Kegiatan Pemerintah 
Daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya 
pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran 
lokasi, pemctaan, pcmcriksaan dan penatausahaan pada : 
a. Bangunan gedung; 
b. Prasarana bangunan gedung; 
c . Menara Telekomunikasi. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi kegiatan 
peninjauan dcsain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya 
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 
ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 
Kocfisicn Luas Bangunan (KLB), Kocfisien Ketinggian Bangunan (KTB), 
Rencana Tinggi Bangunan Maksimal dan pengawasan penggunaan 
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pcmcrintah 
Provlnsi atau Pcmcrintah Oaerah. 

(4) Persyartan permohonan lzin Mendirikan Bangunan dilakukan scsuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pual 5 

Subyek rctribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 
pelayanan lzin untuk Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

Paaal 6 

Wajib Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, terrnasuk pemungut 
atau pemotong retribusi. 
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Bagian Kedua 
Cara Mencukur Tinpat Penggunaan Jaoa, Prinelp dan Saaaran Dalam 

Penetapan Struktur Beearnya T&l'it Retribual 

Paoal 7 

(1) Tingkat penggunaan jasa 1MB cliukur dengan rumus yang clidasarkan 
atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tlngkat bangunan dan rencana 
penggunaan bangunan. 

(2) Faktor-faktor sebagaimana climaksud pada ayat (I) diberikan bobot 
(koefisien). 

(3) Besarnya koefisien sebagalmana dimaksud pada ayat (2) clitetapkan 
sebagaimana berikut : 
a Koefisien tuas bangunan : 

.. ' 
No. Lua■ b an Koeflalen 

1 2 3 
I. Banm•nan deno:an luas s/d 100 m 1 00 
2. Ban®nan den,zan luas s/d 250 m 1,5 
3. Banm•nan denoan luas s 'd 500 m 25 
4. Banonnan den,zan luas s d 750m 35 
5. Bancmnan den,zan luas s d 1000 m 4 
6 . Banm•nan deno-an luas s d 1500 m 45 
7. Bancn1nan deno:an luas s d 3000 m 5 

b. Koefisien tingkat bangunan : 

No. Luaaban Koel11len 
1 2 3 

1. Bancninan 1 lantal 1.00 
2. Bancrunan 2 lantal 1 5 
3. Banm,nan 3 lantal 2.5 
4. Ban'"~nan 4 lantai 35 
5 . Ban.n•nan 5 lantai 4.0 

c. Koefisien guna bangunan : 

No. Luaa b•ft--nan Koell■len 

1 2 3 
l. Banaunan sosial 0,50 
2. Ban=an nerumahan 1 00 
3. Banm,nan fasilitas umum 1 00 
4. Banonnan oencliclikan 1 00 
5. Ban=nan kelembaoaan/kantor 1 50 
6. Banannan oerdae:ane:an dan iasa 2 00 
7. Bannunan industri 200 
8. Bana11nan khusus 3,00 
9. Banvunan camnuran 2 75 
10. Banoi 1nan lain-lain 2 50 

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagal perkalian koefisien-koefisien 
sebagalmana dimaksud pada ayat (3). 
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Paoal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan pada tarlf retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya 
pelayanan pemberian izin. 

(2) Biaya penyelenggaran pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, 
dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

Baglan Ketlga 
Strulrtur Dan Beaarnya Tarlf Retrlbual 

Pual 9 

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan 
rumus sebagai berikut : 
I. tarif dasar retribusi bangunan menara telekomunikasi sebesar Rp. 

100.000,· (seratus ribu rupiah) ; 
2. tarif dasar retribusi bangunan untuk reklame sebesar Rp. 50.000,- (lima 

pulub ribu rupiah) ; 
3. tarif dasar retribusi bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 

I dan 2 ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
4. cara perhitungan retribusi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 

besarnya retribusi terutang • tarif dasar retribusi x koefis.ien luas 
bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan. 

5. Biaya balik nama lzin Mendirikan Bangunan (1MB) dikenakan tarif 
retribusi sebesar 10"/c, (sepuluh persen) dari tarif retribusi 1MB. 

Panl 10 

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) yang lamanya 
sama dengan jangka waktu berlakunya 1MB. 

Panl 11 

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan 1MB 
atau sejak diterbitkan SKRD. 

Paul 12 

(I) proses pemeriksaan dan penelitian dokumentasi administrasi dan 
teknis paling lama 60 (enam puluh) hari. 

(2) Proses adrninistrasi penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari. 

Paaal 13 

(1) Bangunan yang beJum memiliki lzin Mendirikan Bangunan, yang telah 
ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan 
Pemutihan oleh Bupati. 
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(2) Tarif dan besaran Retribusi pemberian Pemutihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebaga.i berikut: 
a. Sangunan yang didirikan pada Tahun 1971 sampa.i dengan tahun 

1980, sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) 
b. Sangunan yang didirikan pada Tahun 1981 sampa.i dengan tahun 

1990, sebcsar 45 % (empat puluh lima per serarus) ; 
c. Sangunan yang d.idirikan pada Tahun 1991 sampa.i dengan tahun 

2000, sebcsar 60 % (enam puluh per seratus) ; 
d. Sangunan yang didirikan pada Tahun 2001 sampa.i dengan tahun 

201 O sebesar 75 % (tujuh puluh Jima per seratus) ; 
e. Sangunan yang didirikan pada Tahun 2011 sampai sekarang (baru) 

scbesar 100% (seratus per seratus). 

BAB IV 
RE'l'RIBUSI IZIN GANGGUAN 

Bagfan Keaatu 
Nama, Objek, dan Subjek Retrlbuai 

Paaal 14 

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan, dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberlan itin tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/ a tau gangguan. 

Paaal 15 

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberlan izin tempat 
usaha/keg;iatan kepada orang pribadi atau Sadan yang dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, 
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus­
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, 
atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pcmerintah, 
Pcmcrintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. 

Paaal 16 

Subyek retrlbusi adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Izin 
Gangguan dari Pcmerintah Daerah. 

Paaal 17 

Wajib Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menurut ketenruan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran Retribusi, tcrmasuk pemungut atau 
pemotong retrlbusi. 
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Baglan Kedua 
Cara Mengukur Tin&Jult Penggunaan J aaa, Prinaip Dan Saaaran 

Da!Am Penetapan Struktur Dan Beoamya Tari! 

Pasal 18 

(I) Tingkat penggunaan jasa diukur bcrdasarkan perkalian antara Luas 
Tempat Usaha dan indeks Lokasi/indek$ Gangguan. 

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai. 

(3) Indeks Lokasi/indeks ganggu.an sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan sebagai bcrikut : 
a. Tarif Lingkungan (TL) : 

I. lndustri : 
a) Luas 250 m2 kebawah besar tarifnya Rp. 2.500,·/m' 
b) Luas 251 m2 keatas besarnya tarif Rp. 2.200,-/m' 

2. Pcrdagangan/Pariwisata/Perumahan-Pemukiman/Pendidikan/ 
Perkantoran/Pertanian: 
a) Luas 250 m2 kcbawah bcsar tarifnya Rp. 3.000/m' 
b) Luas 251 m2 keatas besamya tarif Rp. 2.850,·/m 2 

b. Indeks Lokasi (IL) : 
I. Jalan Utama (Provinsi) dengan nilai : 3 ; 
2. Jalan Standart (Kabupaten) dengan nilai : 3 ; 
3. Jalan Ungkungan Oalan desa) dengan nilai : 4 ; 

c. lndeks Gangguan (IO) : 
I. Gangguan besar dengan nilai : 4 ; 
2. Gangguan kecil dengan nilai : 3. 

d. Luas Ruang Tcmpat Usaha (LRTU). 

Pua.I 19 

Ill Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan bcsarnya tarif Retribusi Peri.zinan 
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan pembcrian izin yang bcrsangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
pcncgakan h ukum, pcnatausahaan, dan biaya dampak ncgatif dari 
pcmberiaan izin tcrsebut. 

Bagian Ketl,ga 
Struktur Dan Besamya Tari! Retribuoi 

Pua.120 

(1) Struktur dan besamya tarif Retribusi lzin Gangguan ditctapkan 
berdasarkan luas tcmpat usaha. 

(2) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus 
sebagai bcrikut : 

RIG •TLx !Lx 10 x LRTU 
Keterangan : 
RIG • Retribusi lzin Gangguan 
TL Tarif Ll.ngkungan 
IO • lndeks Gangguan 
LRTU • Luas ruang Tempat Usaha 
IL Indeks Lokasi 
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(3) Untuk balik nama lzin Gangguan besamya tarif ditetapkan sebesar 50% 
(lima puluh persenJ dari tarif retribusi Izin Gangguan. 

(4) Untuk peralihan jerus Izin Gangguan besamya tarif clitetapkan sebesar 
I 00% (seratus persen) dari pengajuan Jzin Oangguan yang baru. 

BaglaA Keempat 
l\faaa Retribual 

Paaal 21 

Masa Retribusi lzin Gangguan adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan izin gangguan yang Jamanya sama dengan jangka 
waktu berlakunya izin ganggunan. 

Paaal 22 

Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak pelayanan 
cliberil<an atau sejak dlterbitkan SKRD. 

Paaal23 

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari : 
1. Gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi ganguan terhadap fungsi 

tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari 
getaran dan/ atau kebisingan ; 

2 . Gangguan terhadap soslal kemasyarakatan, yang meliputi terjaclinya 
ancaman kcmerosotan moral dan/ a tau kctcrtiban umum ; 

3. Gangguan terhadap ekonomi, meliputl ancaman terhadap penurunan 
produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda 
tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha. 

Paaal 24 

Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling Jama 15 (Hrna belas) 
hari kerja terrutung scjak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap 
dan benar. 

Pasal25 

(!) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan lzin 
bila terjacli ; 
J. perubahan sarana usaha; 
2. penambahan kapasitas usaha ; 
3 . perubahan waktu atau durasi operasi usaha. 

(2) Dalam ha! terjacli perubahan penggunaan ruang clisekitar lokasi 
usahanya setelah diterbitkan lzin, pelaku usaha tldak wajib 
mengajukan pennohonan perubahan izin. 

Pasal 26 

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha cli wilayah 
daerah wajib memiliki izin gangguan kecuali : 
I . kegiatan yang berlikasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, 

dan kawasan ekonomi khusus~ 
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2. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah 
memiliki izin gangguan ~ 

3. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau 
persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau 
persil. 

Paul27 

Dalam izin dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan 
upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. 

Paaa128 

Izin gangguan berlaku sclama pcrusahaan tcrscbut mclakukan usahanya 
dan diwajibkan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali dengan biaya 
sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Izin Gangguan. 

BABV 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

Ba&ian Keoatu 
Nama, Objek dan SUbjek Retrlbuai 

Paul 2!> 

Dcngan Nama Retrlbusi Izin Trayck dipungut rctribusi sebagai pemberian 
izin kepada orang pribadi at.au badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 
dalam wilayah daerah. 

Pua! 30 

(I) Objek Retrlbusl Izin Trayek adalah pembcrian izin kepada orang pribadi 
atau Badan untuk mcnycdiakan pelayanan angkutan pcnumpang 
umum pad.a suatu atau beberapa trayek tertentu. 

{2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (I) meliputi: 
a . izin angkutan dalam trayek; 
b. Izin angkutan tidak dalam trayek; 
c. lzin angkutan insldentil, yang menylmpang dari trayeknya; 

Pua! 31 

Subyek Retrlbusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin 
trayek dari Pemcrintah Daerah. 

Paul 32 

Wajib Retrlbusi lzin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi. 
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Baglan Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jaaa, Prinalp Dan Saaaran 

Dalam Penetapan Beaarnya Tarlf 

Paaal 33 

(!) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jcnis kcndaraan, jumlah 
tempat duduk dan masa berlaku izin. 

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin trayek. 

(3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, 
penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut. 

Paaal 34 

(I) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan 
Surat Kepurusan lzin Trayek. 

(2) Surat Keputusan Izin Trayek bcrlaku sclama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanj ang dengan memenuhl ketentuan yang berlaku. 

(3) Untuk pengawasan dan pengendalian Surat Keputusan lzin Taryek 
diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama I (satu) tahun. 

Bagjan Ketiga 
Strulrtur clan Beaarnya Tari! Retribual 

Pasal 35 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan pen umpang umum dan 
daya angkut. 

(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan sebagai 
berikut: 

No. Jenis Angkutan 
Kapasitas Tempat 

BcsarTarif Duduk 
I 2 3 4 

1 Mobil penumpang • s/d 8 orang Rp. 750.000,-
- 9 s/d 25 oran2 Ro. 1.000.000.-

2 Mobil bus - lebih dari 25 orana Rn. l.500.000 -
3 Kartu Pengawasan . s/d 8 orang Rp. 75.000,-/tahun 

- 9 s/d 25 orang Rp. 100.000,-/tahun 
- lebih dari 25 oran,,: Ro. 125.000.-/tahun 

4 lzin lnsidentil - s/d 8 orang Rp. 20.000,· / IX 
- 9 s/d 25 orang Rp. 25.000,- / IX 
- lebih dari 25 or•nn Rn. 30.000 - I IX 
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Paw 36 

Masa Retribusi terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan izin trayek yang lamanya sama dengan jangka 
waktu berlakunya izin trayek. 

Panl 3 7 

Saat terutang retribusi izin trayek dalam masa retribusi terjadi sejak 
pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD. 

BABVI 
WILAVAH PE.MUNGUTAN 

Pual 38 

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

BAB VII 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Bael,anKeaatu 
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran 

dan ADg1uran Retrlbual Terutanc 

Paw 39 

(!) Retribusi Perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD. 
(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus 

dan seketika. 
(3) Dalam ha! pembayaran secara angsuran, retribusi izin trayek yang 

terutang dilakukan setiap I (satu) tahun sekall yang dikaitkan dengan 
dikeluarkannya Kartu Pengawasan Sementara (KPS). 

Panl40 

(I) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dllaksanakan 
di Kas Dae rah. 

(2) Dalam hal pembayaran retribusi Perizinan tertentu yang terutang 
dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, basil 
pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam 
jangka wa ktu 1 x 24 jam pada setiap hari verja. 

(3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan 
dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti 
Pembayaran. 
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BaglanKedua 
Tata Cara Pembayaran 

Pual 41 

Tata cara PembayarSJl, penyetorSJ1, dan tempat pembayaran lebih lanjut 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

BABVIfi 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Paul 42 

fl) Retnousi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Tata cara pe!aksanaan pemungutan retribusi diarur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Paaal 4 3 

Dalam ha! Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikena.kan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak 
SKRD diterima, ditagih dengan menggunakan STRD. 

BABX 
PENAGIHAN 

Paaal 44 

(1) Pcnagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan 
Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikelu arkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusinya yang terutang. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan 
menerbitkan STRD. 
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(5) Surat teguran/peringatan/surat Jain yang sejenis dan STRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Hasil penagjhan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas 
Daerah dalam jangka waktu I x 24 jam pada seriap hari kerja. 

BAB XI 
PEMANFAATAN 

Paw45 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing je.nis retribusi 
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABXll 
KEBERATAN 

Paw 46 

(I) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang clitunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yangjelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD cliterbitkan, kecuali j ika Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
clipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah suatu keadaan yang terjadi di Juar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Paw 47 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 
Retribusi. 

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (!) cliberikan 
dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi. 

(3) Dalam hal pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberiakan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. 
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Pasal 48 

{I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggaJ 
SUrat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas kcberatan 
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
scbagian, menolak, atau menambah besamya Rctribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

Paw 49 

(I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seba@an atau scluruhnya, kelebi.ruln 
pembayaran Retrlbusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama I 2 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BAB XIII 
PENOEMBALlAN KELEBJHAN PEMBAYARAN 

Paw SO 

(I) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan, sejak 
dlterimanya permohonan pengembalian kelcbihan pembayaran 
Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (I), harus memberikan 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sepagaimana dlmaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Rctribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelcbihan 
pcmbayaran Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (I) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi 
terse but. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat {I) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pcngembalian kelebihan pembayaran Rctribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebcsar 2% 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati. 
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BAB XIV 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pua! 5 1 

(1) Hale untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuaJi jika Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (I) tertangguh jika: · 
a. diterbitkan Surat Teguran ; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langS.\!,:lg 

maupun tidak langsung. 
(3) Da!am ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejale tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. - ... 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidale langsung sebagaimana 
dimalesud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pua! 52 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hale untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABXV 
PENINJAUAN TARJF RETRIBUSI 

Paoal 53 

(I) Tarif Retribusi ditinjau kembaJi paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
ekonomi. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BABXVJ 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Paaal 54 

(I) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
melalui APBD tahun yang bersangkutan. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 55 

(I) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugjkan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penerimaan 

negara. 

BABXVlll 
PENYIDIKAN 

Paaal 56 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang- undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana climaksud pada ayat (l) adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadl atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadl atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana cli bidang Retribusl Daerah ; 
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e. Melalcukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dolrumen laln serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan scdang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda dan/arau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret se~rang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. Memanggil orang untuk dideogar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 

j . Menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai deogan ketentuan 
peraturan perundang - undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan 
dlmulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalul Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XIX 
KETENTUAJII PERALIHAl'I 

Paul 57 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama 
jangka waktu S(lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

BAB XX 
KETENTUAJIIPENUTUP 

Paaal 58 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 13 

Tahun 1999 Tentang Retribusi lzin Trayck (Lembaran Daerah Tahun 
I 999 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor IO Tahun 200S (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri CJ; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor S Tahun 2003 tentang 
Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Oaerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri 
C) beserta perubahannya ; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Paaal 59 

Hal-ha! yang bclum diatur dalam Peraturan Dacrah iru scpanjang mengenai 
pelaksanaannya akan dialur Jebih lanjul dcngan .P.eraturan Bupati. 

Paaal 60 

Pcrutumn Dacr-.1h ini mulai I,erlaku pa<la langgal l Januari 2012. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pcngundangllll 
Peraturan Daeroh iru dengan pencmpatannya dalam Lcmbaran Oaerah 
Kabupalen Bojoocgoro. 

Diundnngkan di Bojonegoro 
pada tanggaJ 10 Nopember 20 l 1 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 10 Nopember2011 . 
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